PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
J PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

o

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI KUDUS,

bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya
penambahan anggaran belanja vang bersumber dari transfer ke
dacrah dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara scrta
Bantuan Keuangan dart Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka
sesual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupat Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufl a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nemor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
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Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nepgara
(Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiq Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor <4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana  telah diubah beberapa kal; terakhir - dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
09, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4844y,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gayji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan P(,trwa}(:ll:lrl
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol
4416) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik l’)CE("?('S‘;l
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()()'5
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ;
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Ind()llch}el
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahqn
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

tentang Sistem

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan  Rakyat Daecrah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang St?lnd{lr
Akuntans: Pemermtahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah [_)u{‘riizzl
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N;_)/IT!()T 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjama

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QOll_gNlc;mor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 );

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

raturs o lang-
Pengundangan, dan Penyebarluasan  Peraturan  Perundang
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaﬂ
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dlubah_
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012
téntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12}

Peraturan Daerah Nomor 1| Tahun
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun
2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 62), scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2006 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71);

2005 tentang Kedudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tent
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, T
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99)

ang
(Lembaran Daerah
ambahan Lembaran

)
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Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang,
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Dacrah  Kabupaten
Kudus Tahun 20082013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 122);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan  Olahraga (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 terfltan;_{
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
134);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 temang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
135);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
136);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
137);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 18, Tambhahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
138);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
143);




Menetapkan

90 Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 0 Tahun 2011 tentang
Retrmbust Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten  Kudus Tahun
2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus
Nomor 144),

o1 Peraturan Daerah Kabupaten kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribust Tempat Khusus Parkir (Lembaran Dacrah Kabupaten
hudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Nomor 145);

[
bo

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 146);

53. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 1);

54, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2012 Lcnttcmg

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsl

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012 Nomor 64);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2012 (Berita Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2012

Nomor 3);

Ui
o

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Dacrah Kabupaten Kudus Tahun
2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2012 terdiri
atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Dacrah Rp. 113.622.250.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 825.699.250.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Rp. 192.461.244.000,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.131.782.744.000,00




2 Belanja

d

Belanga Tidak Langsung

1) Belanja Pegawal Rp. 611651.414 000,00
2) Belanja Bunga Rp. | 068.279.000,00
3) Belanja Subsidi Rp. -

4) Belanja Hibah Rp. 38.923.460.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 23 607.975.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 3.012.712.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 3l 210.977.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 3.452.012.000,00

———

Rp.  712.926.829 000,00

Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal Rp 23.324.672.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 284.182.706.000,00
3) Belanja Modal Rp. __Zﬁ()_Q_(lU”/”)()'}_()_(E),,QO“
Rp. _507.514.941.000,00
Jumlah Belanja Rp. 1.220.441.770 000,00
Surplus/(Defisit) Rp. (88.659.026.000,00)
3. Pembiavaan
a. Penerimaan Rp 109.853.526.000,00
b. Pengeluaran Rp. 21 194.500.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp. 88,659.026.000,00d

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan Rp.

2. Besaran anggaran pada kode rckening sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ dan Lampiran Il diubah sebagai berikut :
a. Lampiran [ :
1) Pendapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah

2)

Yang Sah pada jenis pendapatan :

a) Dana  Penyesuaian dan  Otonomi Khusus  semula
Rp.60.674.731.000,00 bertambah sebesar
Rp.27.871.017.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp. 88.545.748.000,00;

b) Bantuan Kcuangan darn Provinst atau Pemerintah Daerah
Lainnya semula Rp.46.522.485.000,00 bertambah sebesar
Rp.1.445.610.000,00 schingga menjadi sebesar
Rp. 47.968.095.000,00;

Belanja Dacrah, kelompok belanja tidak langsung jenis belanja :

a) Belanja Pegawai semula Rp. 583.780.397.000,00 bertambah
Rp.27.871.017.000,00 schingga menjadi sebesar
Rp.611.651.414.000,00;

b) Belanja Hibah semula  Rp.40.931.470.000,00 berkurang
(Rp.2.008.010.000,00) sehingga menjacdi sebesar
Rp.38.923.460.000,00;




3) Hvl;mjn Dacrah, kelompok belanja langsung jenis belanja
d) Belanja Pegawar semula Rp. 23 315.948.000,00 bertambah h
Rp.8.724.000,00 schingga menjach sebesar
Rp. 23.324 672.000,00: '
b) Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 283.496.534.000,00 i
bertambah  sebesar  Rp.686.172.000,00 menjadi scbesar
Rp. 284.182.706.000,00, .
¢) Belanja Modal semula Rp. 197.248.839.000,00 bertambah
scbesar Rp.2.758.724 000,00 menjadi sebesar
Rp.200.007.563.000,00, '

b. Lampiran I :

1) Kode rekening  1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.02  scmula
Rp.12.325.500.000,00 berkurang sehesar
(Rp.2.704.500.000,00) menjadi sebesar Rp, 9.621 000.000,00;

2)  Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.03 semula
Rp.48.349.231.000,00 bertambah sebesar
Rp.30.575.517.000,00 menjadi sehesar Rp. 78 924.748.000,00;

3) Kode  rekening  1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.05.01 semula
Rp. 809.316.000,00 hertambah  sehesar Rp.8‘724,()()0,00
menjadi sebesar Rp 878.040.000,00;

4) Kode rekening  1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.27.01 semula
Rp.2.607.948.000,00  bertambah scbesar Rp.26.172.000,00
menjadi sebesar Rp 2.634.120.000,00;

Kode  rekening 1.01.1.01.01.16.63.5.2.3.33.01 semula
Rp. 869.316.000,00  bertambah sebesar Rp. 8.724.000,00
menjadi sebesar Rp. 878.040.000,00;

6) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.23.05 semula Rp. 0,00
bertambah  sebesar Rp. 260.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp. 260.000.000,00,

7) Kode rekening  1.18.1.01.01.21.02.5.2.3.26.08 semula
Rp.1.844.275.000,00 bertambah scbesar Rp.1.750.000.000,00
menjadi sebesar Rp.3.594.275.000.000,00;

8) Kode  rekening 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01 semula
Rp.15.369.400.000,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00
menjadi sehesar Rp. 16.369.400.000,00;

9) Kode rekening 1.04.1.04.01.20.07.5.2.2.23.03 semula
Rp. 575.000.000,00 berkurang sebesar (Rp. 110.000.000,00)
menjadi sebesar Rp. 465.000.000,00;

10) Kode  rekening 1.03.1.04.01.30.02.5.2.2.23.03  semula
Rp. 16.003.500.000,00 bertambah sebesar
Rp. 110.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 16.113.500.000,00; |

11) Kode rekening 1.07.1.07.01.02.22.5.2.3.26.01 semula
Rp. 92.700.000,00  berkurang sebesar (Rp. 90.000.000,00)
menjadi sebesar Rp 2.700.000,00;

12) Kodce rekening 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.21.04 semula

Rp. 855.300.000,00 bertambah sebesar Rp. 90.000.000,00
menjadi sebesar Rp. 945.300.000,00;

13) Kode  rekening 1.22.1.12.01.17.07.5.2.2.23.03  semula
Rp. 0,00 bertambah  sebesar Rp. 140.000.000,00 menjadi

sebesar Rp. 140.000.000,00;

o




14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Kode rekening 1.01.1.14.01.18.14.5.2.2.23.05 semula Rp. 0,00
bertambah  sebesar Rp. 260.000.000,00 menjadi scbesar
Rp. 260.000.000,00;

Kode  rekening  1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.02  semula
Rp.12.325.500.000,00 berkurang sebesar
(Rp.2.704.500.000,00) menjadi sebesar Rp. 0.621.000.000,00;

Kode rekening  1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03  semula
Rp.48.349.231.000,00 bertambah scbesar
Rp.30.575.517.000,00 menjadi sebesar Rp.78.924.748.000,00;

Kode  rekening  1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01 semula
Rp.46.522.485.000,00 bertambah sebcgar
Rp.1.445.610.000,00 menjadi sebesar Rp.47.968.095.000,00;

Kode rekening  1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.50 semula
Rp. 2.672.220.000,00 berkurang sebesar (Rp.1 18.010.000,00)
menjadi sebesar Rp.2.554.210.000,00;

Kode  rekening  1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.58  semula
Rp. 1.750.000.000,00 berkurang sebesar
(Rp. 1.750.000.000,00) menjadi sebesar Rp.0,00;

Kode  rekening  1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.30 semula
Rp. 140.000.000,00 berkurang sebesar (Rp. 140.000.000,00)
menjadi sebesar Rp.0,00;

3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran I sebagaimana dimaksud‘pada
angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.
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